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PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG ’

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

\

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1887 tentang Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 termasuk jenis
pajak Kabupaten / Kotia;

bahwa dengan terbentuknva Kota Pagar Alam berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 maka Pajak Pengambilan
dan Pengoiahan Bahan Gaiian Goiongan C periu diatur dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b periu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 768, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
iNomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana teiah



Menetapkan :

10.

11.

12.

diubah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan
Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun1997
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik
Penyusunan Perundang - undangan dibentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraiuran Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Noemor 70);

Keputusan Menteri Daiam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PAJAK
PENCAMBILAN DAN PENCOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONG-
ANC

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kota Pagar Alam;
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
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Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kota Pagar Aiam;

Pajak Pengambialn dan pengolahan bahan galian golongan C
yang seianjuinya disebut pajak adaiah pemungutan daerah atas
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;

Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Ekspioitasi bahan galian golongan C adaiah pengambiian bahan
galian golongan C dari sumber alam didaiam atau di permukaan
bumi untuk dimanfaatkan;

Surat Pemberitanuan Pajak Daerah yang seianjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adaiah Surat yang digunakan oieh waijib pajak untuk meiakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang kekas daerah
atau tempat iain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terhuiang;

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat kepuiusan yang meneniukan besarnya
pajak yang terhutang, jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang
masih harus dibayar;

Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
seianjuinya disingkat SKPDKBT adalah surat kepuiusan yang
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPPLB adaiah surat kepuiusan yang meneniukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
Desar daii pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
Surat ketetapan Pajak Daerah Nihii yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak
yang terhutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak, atau
pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang seianjuinya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.
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Pasal 2

Dengan nama pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
golongan € dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan
gaiian goiongan C;

biek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan
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Bahan gaiian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. Asbes
1. Talk
b. Batu Tulis

1.Tanah serap (fullers earth)
c. Batu Setengah Permata
1. Tanah diatome
d. Batu Kapur
1. Tanah Liat
e. Baiu Apung
1. Tawas ( Alum)
i. Batu Permata
1. Trast
g. Bentonit
1. Yarosif
h. Doiomit
1. Zeolit Feldspar
Feldspar
1. Pasir untuk bahan bangunan
Dalam Batu ( Halite)
Grafit
Granit
Gips
Kalsif
Kaoiin
Leosit
Magnesit
Mika
Marmer
Nitrat
Opsidien
Oker
Pasir dan Kerikil
Pasir kuarsa
Periit
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Pasal 3

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan vyang
mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C;

Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyeleng-
garakan ekspiloitasi bahan galian golongan C.
BAB Nl
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan
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{2y Nilai al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
sl Lo o Ban S8 on [

mengaﬁé’ﬁan voiume hasil ekspioitasi uciiyai‘ nilai pasar atau
harga standar masing-masing jenis bahan galian goiongan C;

{3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-
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{4y Haraga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

i fant L
036.’3 instansi yang %}r;ﬁ“:éi‘ms dalam bidar g penambahan bahan

galian goiongan C.
Pasal b

Tarif paiak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB v

Pz=zals

(1} Paiak vang terhutang dipungut di wilavah daerah:

{2} Besarnva pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
ssbagaimana dimaksud dalam pasal S dengan dasar pengenaan
sebagaimana daiam pasai 4.

Pasat 7

Masa paiak adaiah jangka wakiu vang lamanva 1 (satu) bulan

Pzsai g

ternutang dalam masa paiak teriadi pada saat kegiatan
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Pasal 9
{1} Sehap wailb pajak wajib mengisi SPTPD;

{2y SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi denaan
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atau kuasanya;
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{3y SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini harus
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n



(1

2)

(1)

(3

BABV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Berdasarkan SPTPD sebagaiman dimaksud pasal 9 ayat (1)
Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menebitkan
SKPD;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga Puluh)
hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi adminisirasi berupa
bunga sebesar 2 % {dua persen) schulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 11
Waiib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam pasat 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;

Dalam jangka waktu 5 (iima ) tahun sesudah saat terhutangnya
pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB
b. SKPDKBT
c. SKPDN

SKPKB sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain pajak vyang te;“amang tidak atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(Dua persen) sebulan dihitung dari pajhak yang kurang atau
terlambat dibayar uniuk jangka wakiu paiing iama 24 (dua
puiuh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
Apabila SPTPD tidak d.sampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukian dan telah ditegur secara tertuiis dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perse )
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat
dbayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) buian dihitung saat terhutangnya pajak

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang te{butapg dh*tmg secara jabatan, dan dikenakan
sanksi adminisirasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh fima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi
administrasi  berupa bunga sebesar 2 % (dua
persenjsebuian dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat d.‘;a‘,ar untuk iangka wakiu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnnya
pajak;

or
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SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dite apabila a.S;ts"rmd?z :jair‘- baru atau data yang oe'na!a
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kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) darn kekurangan pajak
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SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ diterbitian
apabila ,'.,m.a.a paiek yang terhutang sama besamya dengan

wmian Kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan ftidak ada
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Apabila kewajiban membayar paiak terhutang dalam SKPDKP

u'cin SKPDKEBT sebagaimana \A.Fﬁaﬁﬁﬁd pada a‘j‘&t (2) hurufa dan
b tidak aiau sepnuhnva dibayar daiam jangka wakiu yang teian

ditentukan, d g“‘* dengan menerbitkan SPTD ditambah dengan
sanksi adminisirasi berupa bunga Z % (dua persen) sebuian,

Penambzahan iumizsh paiak vang ferhutang sebagaimana
ﬁ.maf'\l?l.:d u, at (4} 5535‘( Ull\&l uﬁl\al H 3{3&@5%3 %‘i’ajlﬂ p&j&k

meiaporkan sendirt sebeium diiakukan indakan pemeriksaan,

Pembavaran paiak dilakukan dikas Daerah atau tempat lain vang
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SFTPD, SKPD, SKPKP, GRPUKEBT dan STPLD;
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Pembayaran paiak schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
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Pasal 13

aiak harus dilzkukan sekaligus atau lunas;

dapat memberikan persetuiuan kepada wajib
m oo 3w paauienls by arbvdhamma Adalone brsrrim 1am !J\lﬂl
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memenuhi persyaratan yang diteniukan;

fujuan kepada wajib
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(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta tala cara pembayaran pengangsuran dan pemindahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetagpakan
oleh Kepala Daerah.

Pasail 14

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan,

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oieh Kepaia Daerah.

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain vang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jaiuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak
harus meiunasi pajak yang terhutang;

{3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnva yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasai 16

(1) Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka wakiu sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis,
iumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksaan;

J
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.luh satu) hari ssiak tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat iainnya yang sejenis.

iabat menerbitkan surat paksa segera seteiah lewat 21 (dua
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Pasal 17

Apabila pajak vang harus dibayar tidak dilunasidalam iangka wakiu 2 X
24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera
menerbitkan surat periniah meiaksanakan penyitaan.

o0

Pasal 1

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi
utang paizknya, setelah lewat 10 ( sepulun } hari sejak tanggal
peiaksanaan surai perintah melaksanakan penyitaan, pejabal
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Pasal 19

Seteiah Kantor Leiang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan serta
secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB Viii
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
kepala Daerah.

BAB iX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan waiib
pajak dapat :

a. membetuikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD vyang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraiuran perundang-undangan perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak
benar,

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga denda dan kenhaikan pajak yang terhutang
daiam hai sanksi tersebut dikarenakan kehilaian waijib pajak
atau bukan karena kesalahannya.

{2y Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis olch wajib pajak

puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD dengan memberikan alas an yang jelas;



(3)
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(4)

&)

(1)

(2)

Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah harus memberikan keputusan;

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat Kepala Daerah atau pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetuian, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

Waiib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat atas suatu :

SKPD
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDLB
SKPDN

PoooTo

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling
iama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDIL R dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila
wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakiu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya;

Kepala Daerah atau pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua
helas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;

Apabila sejak 12 (dua belas) builan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan permohonan keberatan dianggap dikabuikan;

Pen
tida

akuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

nga
ak menunda Kewajiban membay'ar pajak.

Pasal 24
Waiib pajak dapat mengajukan banding kepada badan pe-
nyelesaian sengketa pajak dalamwaktu 3 (liga) bulan setelah

diterimanya kepuiusan keberatan;

Penaa

el

uan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

vl

gaju
iunda kewajiban membayar pajak.
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Pasazi 25

Apabiia nnnaaiuar keheratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

1nl/r A Aala al DA nhlnsbugkan

atau b Aipy
tau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diKa
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sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

untuk paiing lama 24 (dua puiuh empat ) bulan.

BAB Xi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau
pejabat secara fteriulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a. namadan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya keiebihan pembayaran pajak;
d. alasanyang jelas.

(2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
keiebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan permohonan pengembalian keiebihan pembayaran
najak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
wakiu 1 (saiu) buian,

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
cembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal 2)
iangsung diperhitungkan untuk meiunasi teriebih dahuiu hutang
pajak yang dimaksud,

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (
SPMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB,
Kepaia Daerah atau pejabat memberikan imbaian bunga sebesar
2 % (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila keiebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang
cajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukii
semindahbukuan juga berlaku schagai bukti pembayarannya.
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BAB Xii
KADALUWARSA

Pasal 28

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu S (lima ) tahun terhitung sejak saat
terhutangnnya pajak, kecuali apabiia wajib pajak meiakukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daecrah;

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :

a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa;
b. dan pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB Xiil
KETENTUAN PIDANA

Pasai 29

Waijib pajak vang karena keaifaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keierangan yang tidak benar, sehingga merugikan
keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (saiu) tahun, dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah
pajak yang terhutang;

Waijib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
meiampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
laima Z (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
iumiah paiak vang terhutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat
terhutang bea pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya
bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

(1)

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 31

Peiabat Pegawai Negeri Sipil tentang tertentu dilingkungan
Daerah diberi wewsnang khusus sebagai penyidik melakukan
penvidikan f{indak pidana di bidang perpajakan daerah
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(2)

3

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang hukum;

Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterang-
an atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneiiti, mencari, mengumpuikan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana per-
pajakan di daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan iindak pidana dibidang
perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen [ain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut;

f. WMeminia baniuan itenaga ahii dalam rangka pelaksaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
periangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf
(O

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
serpajakan dasrah;

i fMemanggili orang uniuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Miengheniikan penyidikan,

Melakukan tindakan lain vang periu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

menurut hukum vang dapat diperianggungjawabkan.

T

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memberitahu-
kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan-
nya kepada penunitut umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
hukum acara pidana.

BAB XV

Pasai 32

Pelaksanazan peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam
Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto
H. DJAZULI KURIS
Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
dto
Drs. A. FACHRI,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 24 SERI B



